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Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada

butir 5 adalah:

a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 2; atau

b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dalam hal Pajak Penghasilan
disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:

a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember
2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008,
pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008
hanya dapat dikompensasi sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140
Tahun Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Para Kepala Kantor Wilayah diminta melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak dan

mengawasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. }

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2008
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Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan,

Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



